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Abstract— This study aims to determine the effect of land legal certainty and asset management on the potential
increase of PNBP mediated by investment realization. The primary data were obtained through questionnaires
distributed to respondents who were relevant to the research context. The study population consisted of
respondents who had knowledge of land management, asset governance, investment realization, and PNBP in the
transmigration sector. The data were analyzed using PLS-based SEM. The results showed that land legal certainty
and asset management had a significant effect on investment realization, this study also concluded that land legal
certainty and investment realization had a significant effect on the potential increase in PNBP. Asset management
has no direct effect on the potential increase in PNBP. Investment realization is able to mediate the relationship
of the effect of land legal certainty and asset management on the potential increase in PNBP.
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I. INTRODUCTION

Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP merupakan sumber penting dalam struktur pendapatan negara
karena berperan mendukung pembiayaan pembangunan, memperkuat ruang fiskal, dan mencerminkan
kemampuan kementerian/lembaga dalam mengelola layanan, aset, sumber daya, serta kewenangan publik secara
produktif. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024, 2025, 2026) mencatat bahwa PNBP menjadi sumber
pendapatan negara terbesar kedua setelah pajak. Realisasi PNBP nasional mencapai Rp605,9 triliun pada 2023
atau 137,3 persen dari target APBN, kemudian menurun menjadi Rp579,5 triliun pada 2024 atau 117 persen dari
target, dan sekitar Rp540 triliun pada 2025 atau 105 persen dari target. Meskipun tetap melampaui target, tren
penurunan nominal tersebut menunjukkan adanya persoalan keberlanjutan sumber penerimaan negara.

Dalam konteks kementerian/lembaga, PNBP tidak hanya ditentukan oleh tarif atau pungutan layanan,
tetapi juga oleh tata kelola organisasi, akuntabilitas, kualitas layanan, pemanfaatan aset, dan kepastian hukum.
Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten. Wibowo dan Murwaningsari (2024)
menemukan bahwa tata kelola dan akuntabilitas berperan terhadap keberlanjutan PNBP, sedangkan Angelia dan
Wibowo (2025) menemukan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja PNBP.
Perbedaan temuan ini menunjukkan perlunya melihat faktor tata kelola secara lebih spesifik, terutama dalam
kaitannya dengan aset, legalitas, koordinasi kelembagaan, dan kemampuan aset menghasilkan nilai ekonomi.

Salah satu konteks yang relevan untuk dikaji adalah sektor transmigrasi, terutama karena pengelolaan
lahan, tata kelola aset, investasi, dan potensi PNBP memiliki keterkaitan yang erat dalam sektor tersebut.
Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia (2025) menyebutkan bahwa dukungan anggaran sektor
transmigrasi mencapai sekitar Rp1,89 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp1,902 triliun pada 2026 untuk
mendukung transformasi transmigrasi modern. Namun, peningkatan anggaran belum otomatis menghasilkan nilai
ekonomi apabila persoalan lahan, aset, koordinasi, dan investasi belum tertangani. Dalam sumber yang sama,
DPR RI mencatat terdapat 17.650 bidang tanah transmigrasi yang tumpang tindih dengan kawasan hutan
(Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, 2025). Kondisi ini dapat menghambat legalisasi aset,
menimbulkan risiko sengketa, menurunkan daya tarik investor, dan membatasi peluang pemanfaatan aset sebagai
sumber PNBP.
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Kajian pertanahan menunjukkan bahwa kepastian hukum lahan berpengaruh terhadap keputusan investasi
karena investor membutuhkan prediktabilitas dan perlindungan hukum. Namun, kebijakan investasi juga dapat
memunculkan konflik apabila status lahan tidak jelas dan koordinasi antarlembaga lemah. Karena itu, penelitian
ini penting dilakukan untuk menguji pengaruh kepastian hukum lahan dan tata kelola aset terhadap potensi
peningkatan PNBP, baik secara langsung maupun melalui realisasi investasi sebagai variabel mediasi pada sektor
transmigrasi. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi praktis bagi penguatan legalitas lahan, pembenahan
data aset, koordinasi kelembagaan, dan pengembangan investasi kawasan transmigrasi.

Literature Review
a. Kepastian Hukum Lahan

Kepastian hukum lahan merujuk pada kejelasan status, hak, kewenangan, prosedur, dan perlindungan
hukum atas lahan yang menjadi dasar pengelolaan dan pemanfaatan aset. Dalam konteks transmigrasi, variabel
ini penting karena status lahan yang tidak jelas dapat menghambat legalisasi aset, menimbulkan sengketa,
melemahkan kepercayaan investor, dan membatasi peluang PNBP. Widiyono dan Khan (2023) menegaskan
bahwa kepastian hukum tanah masih menghadapi tantangan regulasi dan implementasi, sedangkan Hutahayan et
al. (2024) menunjukkan bahwa kepastian hukum memengaruhi keputusan investasi. Namun, Isnaini (2025)
mengingatkan bahwa investasi juga dapat menimbulkan persoalan hak masyarakat apabila perlindungan hukum
lemah. Karena itu, indikator kepastian hukum lahan meliputi kejelasan status hukum, kepastian hak pemanfaatan,
perlindungan dari sengketa, konsistensi regulasi, dan kejelasan prosedur legalisasi.

b. Tata Kelola Aset

Tata kelola aset adalah proses pengelolaan aset publik melalui pendataan, legalisasi, pemanfaatan,
pengamanan, pengawasan, dan evaluasi agar aset memberi manfaat ekonomi, sosial, dan administratif. Dalam
penelitian ini, tata kelola aset dipahami sebagai kemampuan kelembagaan dalam mengelola aset lahan dan
kawasan secara tertib, akuntabel, produktif, dan berorientasi pada penciptaan nilai. Tirayoh et al. (2021)
menunjukkan bahwa manajemen aset publik masih menghadapi tantangan dalam penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan, dan administrasi aset. Sumaryana et al. (2024) juga menegaskan adanya persoalan perencanaan,
koordinasi, transparansi, evaluasi, dan pembaruan data aset. Oleh sebab itu, indikator tata kelola aset mencakup
ketersediaan data, legalitas administrasi, perencanaan pemanfaatan, pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan
evaluasi kinerja aset.

c. Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah keterwujudan minat dan komitmen investor menjadi kegiatan nyata, seperti kerja
sama, penanaman modal, pembangunan fasilitas, dan pengembangan kawasan. Dalam kajian ini, realisasi
investasi menjadi variabel mediasi karena kepastian hukum lahan dan tata kelola aset tidak otomatis meningkatkan
PNBP apabila belum berubah menjadi aktivitas ekonomi produktif. Hutahayan et al. (2024) menunjukkan bahwa
kepastian hukum berpengaruh terhadap keputusan investasi karena investor membutuhkan prediktabilitas dan
perlindungan hak. Sebaliknya, Isnaini (2025) menekankan bahwa investasi dapat menimbulkan konflik apabila
tidak disertai perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, indikator realisasi investasi meliputi minat
investor, kemudahan realisasi investasi, nilai atau volume kerja sama, dan keberlanjutan investasi kawasan
transmigrasi.

d. Potensi Peningkatan PNBP

Potensi peningkatan PNBP merupakan peluang bertambahnya penerimaan negara bukan pajak melalui
pemanfaatan aset, layanan, perizinan, kerja sama, dan pengembangan kawasan. Dalam sektor transmigrasi,
potensi ini sangat bergantung pada legalitas lahan, kesiapan aset, realisasi investasi, serta efektivitas sistem
pemungutan dan pelaporan. Wibowo dan Murwaningsari (2024) menyatakan bahwa keberlanjutan PNBP
dipengaruhi faktor kelembagaan dan akuntabilitas. Angelia dan Wibowo (2025) menemukan bahwa akuntabilitas
dan belanja barang atau jasa berpengaruh positif terhadap kinerja PNBP, sedangkan pengendalian internal tidak
signifikan. Krisnandono et al. (2026) menegaskan bahwa optimalisasi PNBP membutuhkan perencanaan,
kapasitas implementasi, dan pengawasan fiskal. Karena itu, indikator potensi peningkatan PNBP meliputi
penerimaan dari pemanfaatan aset, layanan atau perizinan, efektivitas pemungutan, keberlanjutan sumber PNBP,
dan kontribusi terhadap kinerja organisasi.

Hipotesis
Pengaruh Kepastian Hukum Lahan terhadap Realisasi Investasi

Widiyono dan Khan (2023) menjelaskan bahwa kepastian hukum dalam perolehan hak atas tanah di
Indonesia masih menghadapi tantangan karena perubahan regulasi dan kompleksitas pengaturan hak atas tanah.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tanah membutuhkan kesesuaian antara aturan, prosedur,
dan implementasi di lapangan. Kepastian hukum lahan menjadi dasar penting bagi realisasi investasi karena
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investor membutuhkan status lahan yang jelas, hak pemanfaatan yang pasti, perlindungan dari sengketa, serta
prosedur legalisasi yang dapat diprediksi. Hutahayan et al. (2024) menemukan bahwa kepastian hukum
berpengaruh terhadap keputusan investasi karena investor memerlukan stabilitas hukum dan perlindungan hak.
Dalam konteks transmigrasi, lahan yang legal dan aman akan meningkatkan kepercayaan investor untuk
merealisasikan kerja sama investasi kawasan.

H1: Kepastian hukum lahan berpengaruh terhadap realisasi investasi.

Pengaruh Tata Kelola Aset terhadap Realisasi Investasi

Tata kelola aset berpengaruh terhadap realisasi investasi karena investor membutuhkan data aset yang
akurat, legalitas yang tertata, rencana pemanfaatan yang jelas, dan koordinasi kelembagaan yang mendukung.
Tirayoh et al. (2021) menunjukkan bahwa manajemen aset publik masih menghadapi persoalan penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan, dan administrasi. Sumaryana et al. (2024) juga menyoroti masalah koordinasi,
transparansi, perencanaan, dan evaluasi. Aset yang dikelola baik akan lebih siap ditawarkan dalam kerja sama
investasi.
H2: Tata kelola aset berpengaruh terhadap realisasi investasi.

Pengaruh Kepastian Hukum Lahan terhadap Potensi Peningkatan PNBP

Kepastian hukum lahan dapat meningkatkan potensi PNBP karena lahan yang jelas status hukumnya lebih
mudah dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan melalui kerja sama, perizinan, layanan, atau pemanfaatan aset.
Sebaliknya, lahan yang berisiko sengketa akan menghambat pemanfaatan ekonomi kawasan. Widiyono dan Khan
(2023) menegaskan bahwa kepastian hukum hak atas tanah masih menjadi persoalan penting karena kompleksitas
aturan dapat memunculkan sengketa. Dalam transmigrasi, ketidakjelasan lahan dapat menghambat optimalisasi
penerimaan negara.
H3: Kepastian hukum lahan berpengaruh terhadap potensi peningkatan PNBP.

Pengaruh Tata Kelola Aset terhadap Potensi Peningkatan PNBP

Tata kelola aset memiliki hubungan erat dengan potensi peningkatan PNBP karena aset yang terdata,
legal, direncanakan, diawasi, dan dievaluasi lebih mudah dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan. Wibowo dan
Murwaningsari (2024) menunjukkan bahwa keberlanjutan PNBP dipengaruhi faktor kelembagaan dan
akuntabilitas. Angelia dan Wibowo (2025) menemukan bahwa akuntabilitas serta belanja barang atau jasa
berpengaruh positif terhadap kinerja PNBP. Karena itu, tata kelola aset perlu diuji sebagai faktor spesifik yang
memengaruhi PNBP.
H4: Tata kelola aset berpengaruh terhadap potensi peningkatan PNBP.

Pengaruh Realisasi Investasi terhadap Potensi Peningkatan PNBP

Realisasi investasi dapat meningkatkan potensi PNBP karena investasi membuka peluang pemanfaatan
aset, kerja sama kawasan, layanan, perizinan, dan pengembangan ekonomi. Aset transmigrasi yang semula pasif
dapat menjadi produktif ketika investasi benar-benar terlaksana. Krisnandono et al. (2026) menegaskan bahwa
optimalisasi PNBP membutuhkan perencanaan, kapasitas implementasi, dan pengawasan fiskal. Dalam penelitian
ini, realisasi investasi dipandang sebagai bentuk implementasi ekonomi yang menghubungkan kesiapan aset
dengan peluang penerimaan negara.
H5: Realisasi investasi berpengaruh terhadap potensi peningkatan PNBP.

Pengaruh Mediasi Realisasi Investasi pada Kepastian Hukum Lahan terhadap Potensi Peningkatan PNBP
Kepastian hukum meningkatkan kepercayaan investor sehingga investasi dapat memperluas penerimaan

dari pemanfaatan aset, layanan, perizinan, dan kerja sama kawasan. Hal ini sesuai dengan temuan Hutahayan et

al. (2024) bahwa kepastian hukum berpengaruh terhadap keputusan investasi. Sementara itu, Krisnandono et al.

(2026) menegaskan bahwa optimalisasi PNBP membutuhkan perencanaan, kapasitas implementasi, dan

pengawasan fiskal.

H6: Realisasi investasi memediasi pengaruh kepastian hukum lahan terhadap potensi peningkatan PNBP.

Pengaruh Mediasi Realisasi Investasi pada Tata Kelola Aset terhadap Potensi Peningkatan PNBP

Isnaini (2025) menunjukkan bahwa kebijakan investasi dapat menimbulkan persoalan bagi kepastian hak
tanah masyarakat apabila terjadi tumpang tindih kewenangan. Sementara itu, Sumaryana et al. (2024) juga
mengemukakan pengelolaan aset pemerintah masih dihadapkan pada masalah koordinasi, transparansi,
perencanaan, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, diketahui bahwa tata kelola aset yang baik diperlukan
agar aset publik siap dimanfaatkan dan bermanfaat bagi negara.
H7: Realisasi investasi memediasi pengaruh tata kelola aset terhadap potensi peningkatan PNBP
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I1. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori dan desain
survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan antarvariabel berdasarkan
data numerik yang diperoleh melalui kuesioner. Penelitian eksplanatori digunakan untuk menjelaskan hubungan
kausal antara kepastian hukum lahan, tata kelola aset, realisasi investasi, dan potensi peningkatan PNBP.
Sementara itu, desain survei digunakan karena data utama diperoleh dari persepsi responden yang memahami
pengelolaan lahan, aset, investasi, dan PNBP pada sektor transmigrasi. Analisis data menggunakan metode Partial
Least Squares-Structural Equation Modeling atau PLS-SEM dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.
Metode ini sesuai untuk penelitian yang berorientasi prediksi, melibatkan beberapa konstruk laten, ukuran sampel
menengah, dan tidak menuntut asumsi normalitas data secara ketat seperti pada covariance-based SEM (Hair et
al., 2017, 2021).

Definisi operasional disusun agar setiap variabel dapat diukur secara jelas melalui instrumen kuesioner.
Variabel kepastian hukum lahan diukur melalui indikator kejelasan status hukum, kepastian hak pemanfaatan,
perlindungan dari sengketa, konsistensi regulasi, dan prosedur legalisasi lahan. Variabel tata kelola aset diukur
melalui ketersediaan data aset, legalitas administrasi, perencanaan pemanfaatan, pengawasan aset, koordinasi
antarinstansi, dan evaluasi kinerja aset. Variabel realisasi investasi sebagai variabel mediasi diukur melalui minat
investor, kemudahan realisasi investasi, perkembangan kerja sama investasi, dan keberlanjutan investasi. Adapun
variabel potensi peningkatan PNBP diukur melalui potensi penerimaan dari pemanfaatan aset, layanan atau
perizinan, efektivitas pemungutan, keberlanjutan sumber PNBP, dan kontribusi PNBP terhadap kinerja organisasi.

Prosedur analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu evaluasi model pengukuran atau outer model, evaluasi
model struktural atau inner model, dan pengujian hipotesis. Evaluasi outer model digunakan untuk menilai
validitas dan reliabilitas indikator, sedangkan inner model digunakan untuk menguji kekuatan hubungan
antarvariabel. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepastian hukum lahan dan tata kelola
aset terhadap potensi peningkatan PNBP, baik secara langsung maupun melalui realisasi investasi sebagai variabel
mediasi

I1l. RESULTS AND DISCUSSION

Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan SEM-PLS menggunakan SmartPLS 4.
Evaluasi dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu evaluasi model pengukuran atau outer model dan evaluasi
model struktural atau inner model. Outer model digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas indikator
pembentuk variabel laten, sedangkan inner model digunakan untuk menguji kekuatan hubungan antarvariabel
serta signifikansi hipotesis penelitian (Ghozali & Latan, 2020; Hair et al., 2017, 2021). Variabel yang diuji terdiri
atas Kepastian Hukum Lahan, Tata Kelola Aset, Realisasi Investasi, dan Potensi Peningkatan PNBP.

Tabel 3.1 Ringkasan Evaluasi Model Pengukuran

Aspek Pengujian Kriteria Hasil Kesimpulan
Outer Loading >0,70 Seluruh indikator > 0,70 Valid
AVE > 0,50 Seluruh konstruk > 0,50 Valid konvergen
Cross Loading Indikator lebih tinggi pada konstruknya |Terpenuhi Valid diskriminan
Composite Reliability |> 0,70 X1=0,993; X2=0,996; M =0,994; Y=0,996 |Reliabel
Cronbach's Alpha > 0,70 X1=0,993; X2=0,996; M =0,994; Y=0,996 |Sangat reliabel

Berdasarkan hasil outer model, seluruh indikator telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Nilai
outer loading berada di atas 0,70 sehingga setiap indikator dinilai mampu merepresentasikan konstruknya. Nilai
AVE juga berada di atas 0,50, yang berarti setiap konstruk memiliki validitas konvergen yang memadai (Fornell
& Larcker, 1981; Hair et al., 2017). Selanjutnya, hasil cross loading menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki
korelasi lebih tinggi terhadap konstruknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lain. Nilai composite reliability
dan Cronbach’s Alpha seluruh variabel juga berada jauh di atas 0,70. Dengan demikian, instrumen penelitian
dapat dinyatakan valid dan reliabel untuk mengukur variabel penelitian (Ghozali & Latan, 2020; Nunnally &
Bernstein, 1994).

Tabel 3.2 Koefisien Determinasi

Variabel Endogen R? Makna
= - - PRI
Realisasi Investasi 0.891 X1 d.an X. menjela.sl\an 89,1% varas1
Realisasilnvestasi
PotensiPeningkatan 0.940 X1,X2, dan M menjelaskan 94%
PNBP ' variasiPotensiPeningkatan PNBP
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Hasil inner model menunjukkan bahwa nilai Rz untuk Realisasi Investasi sebesar 0,891. Artinya, Kepastian
Hukum Lahan dan Tata Kelola Aset mampu menjelaskan variasi Realisasi Investasi sebesar 89,1%, sedangkan
sisanya 10,9% dipengaruhi faktor lain di luar model. Nilai R? untuk Potensi Peningkatan PNBP sebesar 0,940,
yang berarti Kepastian Hukum Lahan, Tata Kelola Aset, dan Realisasi Investasi mampu menjelaskan variasi
Potensi Peningkatan PNBP sebesar 94%, sedangkan 6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian
ini. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model penelitian memiliki daya jelas yang sangat kuat (Cohen, 1988).

Tabel 3.3 Ringkasan Uji Hipotesis Langsung

Hipotesis Hubungan Antarvariabel P-Value | Keputusan
H1 Kep'c.]sua.n Hukum .Lahan — 0000 | Diterima
Realisasilnvestasi
m Tata Kel(?la Aset — Realisasi 0000 | Diterima
Investasi
03 Kepastian Hukum Lahan — Potensi 0000 | Diterima

Peningkatan PNBP

H4 Tata. Kelola Aset — Potensi 0.077 Ditolak
Peningkatan PNBP

15 Rea!JsamIm‘estam—» Potensi 0.000 Diterima
Peningkatan PNBP

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Kepastian Hukum Lahan berpengaruh signifikan terhadap
Realisasi Investasi. Artinya, semakin jelas status hukum lahan, semakin besar peluang investasi terealisasi.
Investor membutuhkan lahan yang clear and clean, bebas sengketa, serta memiliki perlindungan hukum agar
mereka berani menanamkan modal. Hal ini sejalan dengan Judijanto dan Al-Amin (2025) yang menekankan
pentingnya sinergi antara kebijakan hukum dan strategi ekonomi sehingga investasi perkebunan skala besar dapat
memberikan manfaat optimal bagi pembangunan ekonomi nasional, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan
masyarakat. Tata Kelola Aset juga berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Investasi. Hasil penelitian ini sejalan
dengan Geno dan Firmansyah (2022) yang membuktikan secara empiris bahwa mekanisme tata kelola menjadi
faktor penentu bagi investor dalam merespons informasi mengenai properti investasi dan aset tetap perusahaan.

Taswin (2024) menyatakan bahwa optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) melalui
berbagai skema kemitraan secara yuridis mampu menghasilkan PNBP sekaligus menciptakan efisiensi anggaran.
Oleh karena itu, pada penelitian ini kepastian hukum lahan juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap Potensi
Peningkatan PNBP. Temuan ini menunjukkan bahwa lahan yang memiliki dasar hukum kuat lebih mudah
dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan negara, baik melalui layanan, perizinan, kerja sama, maupun
pemanfaatan aset. Sebaliknya, Tata Kelola Aset tidak berpengaruh langsung terhadap Potensi Peningkatan PNBP
karena nilai p-value sebesar 0,077 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tertib administrasi aset saja
belum cukup menghasilkan PNBP apabila aset belum dimanfaatkan secara ekonomi. Aset yang hanya tercatat
rapi masih dapat menjadi idle asset jika belum masuk ke dalam skema kerja sama atau investasi.

Realisasi Investasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap Potensi Peningkatan PNBP. Artinya,
investasi menjadi instrumen penting untuk mengubah aset transmigrasi yang pasif menjadi sumber penerimaan
yang produktif. Ketika investasi berjalan, aset dapat dimanfaatkan melalui sewa, kerja sama, bagi hasil, perizinan,
atau aktivitas ekonomi lain yang berpotensi menghasilkan PNBP. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ain’
(2021), yang menemukan bahwa investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara.

Tabel 3.4 Ringkasan Uji Mediasi

Hipotesis Hubungan Mediasi P-Value |Jenis Mediasi Keputusan
H6  [Kepastian Hukum Lahan — Realisasi Investasi — PNBP 0 Partial Mediation Diterima
H7  [Tata Kelola Aset — Realisasi Investasi — PNBP 0 Full Mediation Diterima

Hasil indirect effect menunjukkan bahwa Realisasi Investasi mampu memediasi pengaruh Kepastian
Hukum Lahan terhadap Potensi Peningkatan PNBP. Karena pengaruh langsung Kepastian Hukum Lahan terhadap
PNBP juga signifikan, maka mediasi ini bersifat parsial. Artinya, kepastian hukum lahan dapat meningkatkan
PNBP melalui dua jalur, yaitu secara langsung melalui legalitas pemanfaatan aset dan secara tidak langsung
melalui peningkatan investasi.
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Realisasi Investasi juga memediasi pengaruh Tata Kelola Aset terhadap Potensi Peningkatan PNBP.
Karena pengaruh langsung Tata Kelola Aset terhadap PNBP tidak signifikan, maka mediasi ini bersifat penuh.
Dengan demikian, tata kelola aset baru berdampak terhadap PNBP apabila aset tersebut benar-benar dimanfaatkan
melalui investasi. Temuan ini menegaskan bahwa administrasi aset perlu dilanjutkan menjadi aktivitas ekonomi
agar mampu memberi kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

IV. CONCLUSION

Berdasarkan hasil evaluasi empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum lahan dan tata
kelola aset memiliki peran penting dalam mendorong realisasi investasi pada sektor transmigrasi. Kepastian
hukum lahan terbukti berpengaruh terhadap realisasi investasi karena kejelasan status lahan, kepastian hak
pemanfaatan, dan perlindungan dari sengketa dapat meningkatkan kepercayaan investor. Demikian pula, tata
kelola aset berpengaruh terhadap realisasi investasi karena aset yang terdata, legal, terencana, dan terkoordinasi
dengan baik lebih siap ditawarkan dalam skema kerja sama investasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepastian hukum lahan berpengaruh terhadap potensi
peningkatan PNBP. Artinya, lahan yang memiliki dasar hukum yang jelas lebih mudah dimanfaatkan sebagai
sumber penerimaan negara melalui kerja sama, layanan, perizinan, maupun pemanfaatan aset. Namun, tata kelola
aset tidak berpengaruh langsung terhadap potensi peningkatan PNBP. Temuan ini menunjukkan bahwa
pengelolaan aset secara administratif belum cukup menghasilkan penerimaan apabila aset tersebut belum
dimanfaatkan secara produktif.

Selanjutnya, realisasi investasi terbukti berpengaruh terhadap potensi peningkatan PNBP. Investasi
menjadi jalur penting yang mengubah aset transmigrasi dari aset pasif menjadi aset produktif yang dapat
menghasilkan penerimaan negara. Penelitian ini juga membuktikan bahwa realisasi investasi memediasi pengaruh
kepastian hukum lahan dan tata kelola aset terhadap potensi peningkatan PNBP. Dengan demikian, peningkatan
PNBP tidak hanya memerlukan legalitas lahan dan tata kelola aset yang baik, tetapi juga membutuhkan realisasi
investasi yang nyata agar potensi ekonomi kawasan transmigrasi dapat dikonversi menjadi penerimaan negara.
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